
BUPATI KATINGAN '

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : LL TAHUN 2OL4

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENII,AIAN OB-JEK DAN SUBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN, 
.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf j undang
undang Nomor 28 Tahun 2oo9 tentang Pajak Daerah dan
netribusi Daerah, serta Pasal 2 huruf i Peraturan Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2OLl tentang Pajak
Daerah disebutkan bahwa P4iak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Daerah
Kabupaten/Kota;

bahwa dalam rangka pengaturan pelaksanaa.n pemungutan
Pajak Bumi dan BangUnan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di
wiiayah Kabupaten Katingan perlu adanya pengaturan dalam
penyelenggaraannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Irm6aran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a180);

undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerint?lan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 1b5, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4497 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir undang-undang Nomor L2 Tahun 2OO8 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a84 \

Mengingat : 1.

b.

c.

2.



S.Undang.UndangNomor33Tahun2oo4tentangPerimbangan
Keuangan 5111G" Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran N;;;" Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126,

Tambahan LeilUaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

4.Undang.UndangNomor25Tahun2oogtentangPelayanan
publik (Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

NomorlL2,TartbahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 5038) ;

5.Undang-UndangNomor23Tahun2oogtentangPajakDaerah
danRetribusiDaerah(I,embaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun 2oog Nomor 130, Tambahan rchbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5Oa9);

6.Undang.UndangNomor12Tahun2o|LtentangPemb-entukan
Peraturan p*i"J*g-undangan (Lembalan Negara Republik

Indonesia Tahun ZO{t Nomoi 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523fl ;

T.PeraturanPemerintahNomor33Tahun2oo7tentang
PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah,
Pemerintahan Daerah Frovinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota(I,embaran.NegaraRepubliklndonesiaTahun
2OO7 Xo*o, g[ Tambahan- Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a7371;

S.PeraturanPemerintahNomorSsTahun2005tentang
PengelolaanKeuanganDaerah(I,embararrNegaraRepublik
Indonesia tJun Ioos Nomor 140, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor a578l;'

g. peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
pengelola"" u;t Negara/Daerah (Lembaran Negara Re_publik

Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara

RePublik Indonesia Nomor a738);

lo.PeraturanPemerintahNomorglTahun2o|otentangJenis
Pajak Daerah Yang Dipungut BerdasTIT Penetapan Kepala

Daerah Ata; Dibiyar 
- 
seriairi oleh wajib Pajak (Lembaran

Negara n"puutit Inionesia Tahun 2010 Nomor 153; Tambahan

Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 5L791;

ll.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian

UrusanPemerintahanyangmenjadiKgwgnanganPemerintah
Kabupate" 

-ii;A;g; 
lt emfiaran Daerah Kabupaten Katingan

Tahun 2OO8 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 201L tentang Perubahan

atasPeraturanDaerahNomor5Tahun2ooSTentang
Orj"rri"""i J.r Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan

(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);

13. peraturan Daerah Nomor g Tahun 2o11 tentang Pqi+ Daerah

(Lembaran p""..rr Kabupaten Katingan Tahun 2olL Nomor 8);



3.Undang-UndangNomor33Tahun2oo4tentangPerimbangan
Keuangan *Li" p"*eri1!ah pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran I\J"E " nepublik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan LetiUaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381;

 .Undang-UndangNomor2:oTahun2oogtentangPelayanan
publik (kmbaian Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor LL2, Tagtbahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5038) ;

5.Undang-UndangNomor23Tahun2oogtentangPajakDaerah
danRetribusiDaerah(IrmbaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun2oogNomorl3o,Tambahanl,embaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 5O49);

6.Undang-UndangNomor12Tahun2olltentangPembentukan
PeraturanPerundang-undangan(Lem.balanNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2Ol1Nomoi82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523a1 ;

T.PeraturanPemerintahNomor33Tahun2oo7tentang
PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupatenlt<ota(l,embaranNegaraRepubliklndonesiaTahun
2OO7 No*o, $, Tambahan- Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aBTl;

g. peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

PengelolaanKeuanganDaerah(l,embaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun loos Nomor 140, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor a578);

g.PeraturanPemerintahNomor39Tahun2oo7tentang
PengelolaanUangNegara/Daerah(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor a7381;

lo.PeraturanPemerintahNomorglTahun2olotentangJenis
Pajak paerah i^t g Dipungut BerdasTFT Penetapan Kepala

Daerah Ata; Dibiyar 
- 
Seriairi Oleh Wajib Pajak (Lembaran

Negara nepuutit Inionesia Tahun zoto Nomor 153; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51791;

ll.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian

UrusanPemerintahanyangmenjadiKewe-nanganPemerintah
Kabupate" 

-ii;li;g; 
1rcm6ar.n Daerah Kabupaten Katingan

Tahun 2OOB Nomor 3);

L2.Perafixan Daerah Nomor 3 Tahun 2}ll tentang Perubahan

atasp"'"t"'."DaerahNomor5Tahun20oSTentang
Orgroi"""i [.rr-t"ta Kerja Dinas Daerah Kabupaten-Katingan

(Irmbaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2ot1 tentang Pqiak Daerah

(L,embaran ;;;."h Kabupaten Katingan Tahun 2OlL Nomor 8);
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MenetaPkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGTATACARAPENDAFTARAN,
PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN $UBJEK PAJAK BUMI

OEN NAXGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN''

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang diryafrsud dengan :

1.P"*erintahan.DaerahadalahPenyelenggaraanurusan
Pemerintah- ot"f, Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas

otonomi a*-t rg"" pembanhran dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya a""g"rr-;J; a"r, pri"sip-Negara Kesatua, Republik

Indonesia Tahun L945;

2. pemerintah Daeratr adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

PenYelenggara Pemerintah Daerah;

3. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah

bPno adalah Dewan Perwakilan
Katingan;

4. BuPati adalah BuPati Katingan;

yar;Lg selanjutnYa disebut
Ralryat Daerah KabuPaten

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Katingan;

6. Pejabat adalah pegawll Negeri Sip1l. di. Lingkungan Pemerintah

Daerah *"0*l6t"X"ti"e"; yang diberi tugas tertentu dibidang
perpajakan baerah d; netriUusi Daerah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat

Daerah KabuPaten;

S.PemerintahKelurahanadalahLurahsebagaiunsur
penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;

g.KepalaDesaadalahKepalaDesadanAparatDesaKabupaten
Katingan;

l0.PajakDaerahyangselanjutnya-disebu'f?"k'adalahkontribusi
wajib kepada a""i.rr yang ierhulang oleh pribadi atau ladan
t& U"i"ii"t memaksa b-erdasarkan Undang-Undang' dengan

tidak *"rrJ.p.i imbalan secara langsung da, digunakan untuk

keperluan Oi"r"f, bagi sebesar-besarnya kemakmuran ralryat;

11. pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau

bangunan v."g ar*ilifi, dikuasai, aanTatau dimanfaatkan oleh

ora.rlg priUaai 
""t 

, Badan kecuali kawasan yang digUnakan untuk

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan' dan pertambangan;

L2. Bumi adalah permukaan bumi yang meliRuti tanah dan perairan

pedalaman serta laut wilayah kabupatenlkota;



MenetaPkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN,

PENDATAAN DAN PBNTMTEN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN''

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud-dengan :

r. 
- p"*erintaharr - Daerah adalah Penyelenggaraan urusan

pemerintah ot"t, Pemerintah Daerah dan DPRD menurrrt asa$

otonomi aan-tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya d;g;;"i"* dan prinsip-Negara Kesatuan Republik

Indonesia Tahun L945;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

Penyelen ggar a Pemerintatr Daeratr ;

3. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang

DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralqyat

Katingan;

4, BuPati adalah BuPati Katingan;

selanjutnya disebut
Daerah KabuPaten

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapata'n Daerah Kabupaten

Katingan;

6. Pejabat adalah pegawai Negeri Sipil- di. Lingkungan Pemerintah

Daerah r"trp"f"rir*tittg^tt- y.ttg diberi tugas tertentu dibidang
perpajakan baerah dan Retri-busi Daerah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

T. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat

Daerah KabuPaten;

g. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;

g. Kepala Desa adalah Kepala Desa dan Aparat Desa Kabupaten

Katingan;

10. Pajak Daerah yang selanjutnya_disebut l1jak, adalah kontribusi

wajib kepada a*"irr, yang ierhutang oleh pribadi atau .badan
t;t beisifat memaksa blrdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak *"rra"p"i imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan O""t"ft bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

11. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau

bangunan V*g ait"iUiA, aimasai, danTatau dimanfaatkan oleh

orang priUaJi u:t , Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan u5aha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;

L2. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan

pedalaman serta laut wilayah kabupatenf kota;



13. Bangunan adalah konstmksi teknik yalg ditanam atau dilekatkan

secara t"t"p p"aa tanah daii!/'atau perairan pedalaman da16rl atau

laut;

14. Subjek Pajak adalah orang
dikenakan Pajak;

pribadi atau badan Yang daPat

15. Nilai Jual objek Pajak yang selanjutnya disingkat llJoP, adalah

harga raa-;;i;6; aiperofln aari transaksi jual beli yang terjadi

secara *":*, ar" "Uif"*ana tidak terdapat transaksi jual beli'

NJOP aiteniut<an melalui perbandingan harga, igrg"r, objek lain

t;t sejenis, atau nilai perolehan barr'l' atau NJOP pengganti;

L6.WajibPajakadalahorangpribadiatauBadanmeliputipembayar
pajak, p"*oto"g p"j"k, ?;" pemungut pajak yang m3mpunyai

hak dan t.*i3iuan perpajakan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perrrndang-Undangan perpajakan daerah;

lT.TahunPqiakadalahjangkawaktrryanglamanyal(sattr)tahun
kelender, kecuali uita wa5ib Pajak_ menggunakan tahun buku

yang tidak sama dengan tahun kelender;

1g. Masa Pajak adalah Jangka waktu l(satu) bulan kelender atau

jangka *Jt" i"i" y.t g -di*tur dengan peraturan Kepala Daerah

paling r"*" 
-b 

(ued ultan kelender, yang menjadi dasar waiib
pajak untuk *.rrlnitr.rg, menyetor dan melaporkan pajak yang

terhutang;

Lg. Pajak Yang Terhutang adalah pajak y3lg harus 
- 
dibayar pada

suatu saat] aJ"* ua--sa pajak, datam Tahun Pajak, atau dalam

Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

peirndang-undangan perpajakan daerah;

20. Surat Pemberitahuan objek Pajak, yang selanjutnya. disingkat

SPOP, adalah surat yang digunakan o{eh Wqiib Pajak untuk

melaporkan data "'Uj"t 
palak dan- objek Pajak BlTi dan

Bangunan termasuk untul sektor Perdesaan dan Perkotaan

sesuai dengan ketenhran perrrndang-undangan perpajakan

daerah;

2L. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang, yarLg . selanjutnya

disingkat 
- 
sppr, adalah surat yang digunakan unhrk

memberitahukan besarnya Pqiak Bumi aan gangunan termasuk

untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada

wajib Pajak

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,

adalah "rrrit v,org digunakan unhrk menetapkan besarnya

jumlah pajak yang telah ditetapkan;

2g.Pemungutanadalahsuaturangkaiankegiatan.Pyl"idari
rangkaian penghimpunan data objek dan subjek pajak'

penentuan [""i*v" pajak yang terhutang sampai kegiatan

penagihan pajak 
- 

kepada Wajib Pajak serta pengawasan

- penyetorannya;
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13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatlan

secara t"r"p p"a" t*tfi danlatau perairan pedalaman d,,'rl atau

laut;

L4. Subjek Pqiak adalah
dikenakan Pajak;

orang pribadi atau badan yang dapat

15. NilaiJualobjekPajakyangselanjutnyadisingkatNJoP,adalah
harga rara-rata;."fi;;i'"n a# transaksi juat Ueti yang terjadi

secara wajar, arrr:u1"*ana tidak terdapat transaksi jual beli,

NJoPditentukanmelaluiperbanding"',h"'g"denganobjeklain
yang sejenis, "t"";iil 

p"'ol"r'ttt ba;L' atau NJOP pengganti;

wajibPajakadalahorangpribadiatauBadanmeliputipembayar
pajak, pemotong- p"jaft, ?;" .ry*"t'g"t p?jak yang mempunyai

hak dan t"*?jil-""- 
'perpajakan iesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah;

Tahun Pajak adalah jangka..Yaktu yang lamanya 1 (satu) ?hy"
kelender, t ""rrJ-tila 

ivajib Pajak *"ttgguttakan tahun buku

V""g tait "T* 
dengan tahun kelender;

ls.MasaPajakadalahJangkawaktul(safu)bulankelenderatau
jangka *"kt" il; yrrrg 

"di"tur 
dengan peraturan Kepala Daerah

paling f**l-ttigd Uif.n kelendei, yarlg menjadi dasar Wajib

pqiak untuk *"rrEnit"ng, menyetor dan melaporkan pajak yang

terhutang;

19. pajak Yang Terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada

suatuSaat,dalamMasaPaj*ldalam-TahunPajak,ataudalam
Bagian Tah;--pa:af< seiuai dengan ketentuan peraturan

peirndang-undangan perpajakan daerah;

20. surat pemberitahuan objek Pajak, yanF -selanjutnlra. 
disingkat

SPOP, adalah surat yang digunakan "FIt 
Wajib Pqiak untuk

melaporkanl"t" "t-rU3"t 
paj;k dan* objek Pajak Bumi dan

Bangunan termasuk untui sektor Perdesaan dan Perkotaan

sesuai aenian ketentuan perundang-undangan perpajakan

daerah;

2L. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang 
- 
selanjutnya

disingkat ;PPT, adalah surat yang digunakan untuk

memberitahukanbesarnyaPajakBumiaangangunantermasuk
unttrksektorPerdesaandanPerkotaanyangterhutangkepada
Wajib Pajak

22.SuratKetetapanPajakDaerah,yangselanjutnyadisingkatSKPD'
adalah ""[t--V*i 

di*unakan untuk menetapkan besarnya

jumlah pajak yang telah ditetapkan;

29.Pemungutanadalahsuaturangkaiankegiatan-Pyl"idari
rangkaian 

- 
p"rrgt'i*pt"'1* data objek dan subjek pajak'

penentuan Lesarnya pajak yang tThlf"g sampai kegiatan

penagihanpajak-kepadaWajibPajaksertapengawasall
penYetorannya;

L6,

17.



24. sektor Perdesaarr dan Perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan

Bangunan ;""g metiputi kawasan pertanian, perumahan,

perkantor"", ,ifutoan, industri serta objek khusus perkotaan;

PENDAFTARAN,PENDATAANDANPENII"ALANozuEKDAN
,. SUBJEK PA.JAK.

Pasal 2

pelaksanaan pembentukan basis data Sistem Informasi objek Pajak

iSrSniOii pi:"f. Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan

dilatrrukan melalui kegiatan :

a. pendaftaran objek p.j"k dan subjek pajak;

U.'p""a"t "t objek pajak tlan sybjek pajak;

c. ienilaian objek pajak dan subjek pajak'

Pasal 3

(1) pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh
'-' ;;bj"k pajak J;;g"" "mengisi surat Pemberitahuap objek Pqiak

( sPoP );

(2) Spop sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) halus diisi dengan

jelas, benar, dan lengkap serta ditaldatangarri dan dis-ampaikart

kepada eupati atau fE3aUat yang dihrnjuk, selambat-lambatnya 30

i[g; puluhl fr"ri k"rj" seietali t rrgg"l diterimanya SPOP oleh

Subjek Pajak atau kuasanYa'

(3 Formulir sPoP disediakan dan diperoleh-dengan cuma-cuma di

Dinas r"rraapat"n Daerah Kabupaten 
- 
Katingan, UPTD Dinas

Pendapatan, i(antor Camat, Kantor Lurah dan Kantor Desa atau

ternpat lain Yang ditunjuk'

Pasal 4

(1) pendataan objek dan-9gbjek Pajak IBB-P2. dilakukan oleh Dinas

Pendapatan 6aerah Kabupaterr Katingan bersama-salna dengan

instansi t"t"i" terkait, i"t g* menuangkan hasilnya dalam

formulir $POP;

(2) Pendataan objek dan subjek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
' dapat dilakrkan dengan alternatif :

a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;

b. identifikasi objek PBB-P2;
c. verilikasi data objek Pajak;
d. pengukuran bidang objek pajak;

Pasal 5

(1) Penilaian objek PBB-P2- dilakukan oleh Dinas Pendap Daerah

Kabupaten 'r.tir.gr., baik secara massal maupun -.individual
dengan menggunri"" pendekatan penilaian yang telah ditentukan;

(2) Hasil Penilaian Objek Pajak digunakan sebagai penentuan Nilai
' 

Jual Objek Pajak (NJOP);



24. sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan

Bangunan ;r"* meliputi kawasan pertanian, perumahan,

perkantor*, prfutoan, industri serta objek khusus perkotaan;

BAB IT .

PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJBK DAN

SUB.JEK PA"IAK.

Pasal 2

pelaksanaaJl pembentukan basis data sistem Informasi objek Pajak

(SISMIOp) eajaii- numi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan

dilatmkan melalui kegiatan :

a. pendaftaran objek O.*-'qdan subjek pajak;

;. ;;;a;t""t objet pa3atuan sybjek pajak;

". 
p""iir,ian objei p;jak dan subjek pajak'

Pasal 3

(1) Pendaftaran objek Pajak ?*i dan Bangunarr dilalnrkan oleh

subjek pajak dengan mengsi Surat Pemberitahuan Objek Pajak

( sPoP );

(2) SPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan

jelas, benar, dan lengkap serta ditandatarrgani dan disampaikan

kepada nupati atau pEjaUat yang ditunjuh, selarnbat-lambatnya 3O

(tiga puluh) 1,,,.i k"tj" setiiafr: hndal diterimarrya SPOP oleh

Subjek Pajak atau kuasanYa'

(3 Formulir sPoP disediakan dan diperoleh- dengan cuma-cuma di

Dinas p"rraiput"r, 
- p"errr, Kabupaten 

- 
Katingan, UPTD Dinas

pendapatan, i<"rrto, Carnat, Kantoi Lurah dan Kantor Desa atau

tempat lain Yang diarnjuk'

Pasal 4

(1)Pendataanobjek*"-:YU:ekPajakP.BB-P2.dilakukanolehDinas
pendapatan fiaerah Kabupatett fatittgrp bersama-sama dengan

instansi teknis terkait, dengan menuangkan hasilnya dalam

formulir SPOP;

(2) Pendataan objek dan subjek sebagaimtrna dimaksud dalam ayat (1)
, ' dapat dilalrukan dengan alternatif :

a. penyampaian dan lemantauan pengembalian SPOP;

b. identifikasi objek PBB-P2;
c. verilikasi data objek Pajak;
d. pengukuran bidang objek Pajak;

Pasal 5

(1) Penilaian objek PBB-P2. dilakukan oleh Dinas Pendapatptt Daerah

KabupatenKatinganb"ilsecaramassalmaupunindividual
dengan *"rrg;;-;ffi, p"t a.Ut"t, penilaiarr yang telah ditentukan;

(2}HasilPenilaiarrobjek.PajakdigunakansebagaipenentuarrNilai' ' 
Jual Objek Pajak (NJOP);



Pasal 6

(1)Kegiatanpendaftaran.,pendataandanpenilaianobjekdansubjek
PBB.P2dilakukansebagaip"t.t."''akannemle1tykll,P3"isdata
berdasarkan sistem tut"rrd"*", Informasi Pajak (SISMIOP) di

Kabupaten f"tittg^tt dilakukan secara bertahap;

(2)DinasPendapatanpryrahKabupatel'I.<ltinsandapatmelakukan
kegiatan yang berkai_tan a""gai, kebijakan pengembangan dan

penyemPurnaan SI SMIOP;

(3)PemeliharaanbasisdataslsMloPdilakukandengancara:
a.pasif,y*it,,kegiatanpemeliharaanbasisdatayangdilakukan

olehpetugasDipe,,a'u"'a"sarkanlaporanyangditerimadari
wajib paj;[ dan atau pejabTll instansi terkait;

b. aktif, yaitu kegiatan plmerir"raan basis data yang dilakukan

oleh Dipenda deng"r, *Lrr"ocokan dan menyesuaikan data objek

dan ".iU:"t 
p":"i yant ada- dengan keadaan sebenarnya di

lapangan atau *"rr"o"o-i.* dan menyesuaikan nilai jual objek

pajakdengantata'ratanilaipasaryangterjadidilapangan;

Pasal 7

Setiap petugas yang yang melaksanatgl kegiatan pendaftaran'

pendataan d:; d";iai"; oi:.r. a." subjek PBB-P2 dalam rangka

pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib

merahasiakan segala se"u.tu-yang diketahui atau diberitahukan oleh

wajib pajak "."ir"i dengan 
-t<etJntuan 

Perundang-Undangan yang

berlaliar.

Pasal 8

(1) Datam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian

objek dan subjek PBB-P2 dalam rangka pembentukan basis data

SISMIOP, Dinas Pendapatan dapat bekerja s€una dengan Kantor

Pertanah an, danf atau instansi lain yang terkait;

(2) Pendataan dan penilaian objek- dan subjek PBB-P2 dalam rangka

pembentukan dan atau perireliharaan basis data SISMIOP dapat

dilakukan or"rr pftr"k ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang

ditentukan oleh BuPati Katingan'

Pasal 9

(1) Berdasarkan sPoP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)

Bupati atau pejabat y."g dit"njuk menerbitkan SPPI'

{21 Bupati atau pejabat llng..ditunjuk dapat mengeluarkan SKPD PBB-P2

dalam haf-hal sebagai berikut :

a. spop ""u"g"i*zrr" 
dimaksud darlam pasal L2 ayat(l) tidak

disampait-ari aan setelah wajib Pljuk dilegur secara tertulis oleh

BupatisebagaimanaditentukandalamsuratTeguran.
b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan l"it ternyata

jumlahpa.tv""gterlrltangleblhbesardarijumlahpajakyang
dihitung #;;;f*, spop vfus disampaikan oleh wajib pajak.

6



Pasal 6

(1) Kegiatan pendaftaran", pendataan dan penilaian objek dan subjek

pBB-p2 ditakr:kan ""bag"i 
p"i"trqa@ nemlellukan ba'sis data

berdasarkan sistem t t"rr"ir*"r, Informasi Pajdlr (SISMIOP) di

Kabupate* f*tlttg* dilakukan secara bertahap;

(2) Dinas Pendapatg plerah Kabupatel Kltingan dapat melakukan

kegiatan yang berkaitan J;;'; kebijakan pengembangan dan

penyempurnaan SI SMIOP;

(3)PemeliharaanbasisdataSlsMloPdilakukandgngancara:j
a.pasif,y"it,kegiatanpemeliharaanbasisdatayangdilakukan

olehpetugasDipenaaueraasarkanlaporanyangditerimadari
wajib pq,rl dan atarr OeiabVyl instansi terkait; l

b. aktif, yaitu kegiatan p"*"tiir"raan basis data yang dilakukan

oleh Dipenda deng* *"rr"ocokan dan menyesuaikan data objek

dan subjek pajak yan; ada dengan keadaan sebenarnya di

lapanganataumencoco-kandanmenyesuaikannilaijualobjek
pajak dengan rata-ratanilai pasar yang terjadi di lapangan;

Pasal 7

Setiap petugas yNLg. yanq melaksan** kegiatan pendaftaran'

pendataan d"; p",,i1".i2o1 Juj"r. a.tt subjek PBB-P2 dalam rangka

pembentukan dan atau peiieliharaan basis data SISMIOP wajib

merahasiakan segala ""*r"t 
-y1a11t 

diketahui atau diberitahukan oleh

wajib pajak ,"*i,.i dengan 
-retJntuan 

Perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 8

(1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian

objek dan subjek pBB-p2 d;u* rangka pembentukan basis data

SISMIOP, Dinas Pendapatan dapat bekerja sarna dengan Kantor

Pertanah ur, icrrrl atau instansi lain yang terkait;

(2)Pendataandanpenilaianobjek--dansubjekPB,B-P2dalamrangka
pembentukan dan atau perieliharaan basis data SISMIOP dapat

. dilakuka, nirr, pirr* ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang

ditentukan oleh BuPati Katingan'

Pasal 9

(1) Berdasarkan sPoP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)

Bupati atau p"j"Uut y"t'glit"njuk menerbitkan SPPT'

Ql Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan sKPD PB.B.P2

datam hal-hal sebagai berikutt:
a. spop ""u"g"i*L" 

dimaksud dalam pasal t2 ayat(l) tidak

disampai;; e; setelah wajiU p{at ditlgur secara terlulis oleh

Bupati sebagaimana ditentukan dalam surat Teguran.

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan, lain ternyata

jumlah p"j.k yan; *+1,""g lebi.h besar dari jumlah pajak yang

dihitung #;J;;lian SPOP vl"g disampaikan oleh wajib pajak'

.,".*



Pasal 10

Formulir Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian objek dan subjek Pajak

sebagaimana dimaksud dalam p"""i Z-, pasal 3 dan pasal 4 adalah

sebagaiman. .",",''t,,m dalam lampiran Peraturan Bupati illi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1 1

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini' akan

Oi"t.,t i"Uifi Unjut dengan Keputusan Bupati'

Pasal 12

PeraflrranBupatiinimulaiberlakupadal"',s8d.l.Januari2013.
Agar setiap ";;;-.;;getahuinya' 

memerintahkan pengundangan

peraturan Bupati ini d.engan penempatannya dalam Berita Daerah

I(abupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 7 AP'it 1or1

Diundangkan di Kasongan
pada tarrggal, & APTtl 9ol{

JAINUDIN SAPzu
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OL4 NOMOR I l4L

ARIS DAERAH
flNGAN,

l.rlif 7



Lampiran:
Peraturan BuPati Katingan
Nomor : d Tahun2Ol4
Tanggal : "l aPlrl 2014

z. gLo-L/ KAv i NoMoR

9. RW 10. RT

11. STATUS I r. P.'itit

12. PEKERIAAN [r. r*t*)

13.NAMA SUBJEKPAJAK

21. NOMORKTq

flz.r*r.*u
I r.opor

18. RW 19. RT

PEMERTNTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN OBIEK PAJAK
S"fuin Vu"g dihi oleh Petugas (bagian yang diarsir)'

diisi oleh Wajib Pajak

Beri tanda silang pada kolom yang sesual

APATAN DAEMH KAB. KATINGAN
;; :

ffi LPerekamanruo [ ''**ol'u? KODEl
u

PRmm
N? U.RUI

2. NOP

3. NOP BERSAMA

mm -111

4. NOP ASAL

5.NO SPPTLAMA

n

24.IEMSrANAH fl r.ranan+ n 2.HuE:-_,. n 3'TanahKosong

' Bangunan slaP Langun

Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunaan

I n. r*ititutumum

fl s. peneetota

[ ,. **r,**)

[ +. pemacai D s. s.ogk tn

il*. "** il r.*ru

I

15.NAMAJALAN

zo. rasuPATEN / KorAM+qY+ . 
KgqE,Pqs

AitanjuremlamanberikutnYa

ri. t).,\ l.\ l.t.-l'Al( ()l!.ll'.K l' \'l \K

7. KELURAHANIPESA



S.TNS PPNCGTINAAN

[ +. fotolepotik/Fasar/Ruko

fl z. noteuwisma

fl ro.ui*tuio

fl t:.eputt".ro

fl ,u.o"a*c slIglah

I s. nu-un Sakit/Klinik

I s. bengkeVGudang/Pertanian

I r r.aog Tidak Kena Pajak

f] ,o.rorraBensin

f] o. oun Raga/Relreasi

! e. Gedung Pemerintah

I rz.r*g*an Parkir

I rs.r*gki MinYak

UAS BANQI.]NAN

(t,2)
S. THN DIBANGI'N

9. THN DM€NOVASI

I1. KONDISI PADA

UMUMNYA

12. KONSTRI.JKST

13. ATAP

14. DINPING

15. LA}ITAI

LAI.IGIT-LAIIGIT

I t.sangatr-J 
Baik

I r. e6u

fl ,.o,*,
Betorr/
Gte Glazur

n ,. *".1
A,luminium

fl o. rioureou

I t. Mamer

l--l t. Akustik/l-l Jati

IO. DAYALISTRIK
TERPASANG (WATT)

I r. s"a*g

fl r. eatu nara

[ ,. o,uu,*,
Sirap

fl ,. uu* ru,
Conblok

fl+. reuc

[0.**
[+. eru..

[0.**

f-]4. ubinPc/L-J Papan

fl z. rripleunruet fl a. riout' lau
Barnbu

18. Ac sentral [l oou f]rotaaalT.ruMLAHAc I I lsPtit [Tlwiooo,, @A144ry_gg2_
Iq. LUES KOLAM

RENANG (M2) |-T-rn
nl. Diplester

zrffiegrANGGA
BERIAL.AN

Lbr < 0,80 M

Lbr > 0,80 M

n
n

ZZ fUtg-AH I-mf

[Tl renumpang

f[ rapsut

l-Tl n**g

,iffi DGNLAMPU TNP LAMPU

tT
m
TT

LAPANGAN f]flnetonrENrs nE o,r,

Zf PEUAOAU E t. UYarant t. Ada fl z. riaat aaa

xeg-AKARAN tr z. sprintcter EI t' eda fl z' tiaat aaa

tr i. rire ar. tr t. naa D z. riaat aoa
24. PANJANG PAGAR

(M)
BAHAN PAGA&

rrm
I t. eulanesi

26. JML.SALURAN
PES.PABX

LAMPIRAN OBIEKPAJAK

A. IUN('IAN l)'\'IA tlAN(;ljNAl( -

fl z. rrru.L ! r. r"tuto

Iz.noe*
PelaPis


